BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah menarik retribusi
usaha perikanan Rp. 2.000 setiap harinya kepada nelayan serta penarikan
retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar 2,5% kepada penjual dan
pembeli. Penarikan retribusi usaha perikanan sudah diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan
Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Akan
tetapi peraturan tersebut belum berjalan otimal yang disebabkan dua hal,
yang pertama pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tidak menarik
dengan serius dan masih banyak nelayan yang nakal.

Hambatan-hambatan yang terdapat dalam penarikan retribusi usaha

perikanan terdapat dua, hambatan teknis dan hambatan non teknis.

Hambatan tersebut sebagai berikut:

a. Hambatan non tehnis adalah hambatan yang menyangkut tentang
permasalahan yang terjadi dimasyarakat khususnya pelaku usaha
perikanan.

b. Hambatan tehnis adalah hambatan yang menyangkut tentang

pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan



Peternakan Kabupaten Gresik dikarenakan kurang serius dalam

penarikan retribusi usaha perikanan.

3. Solusi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan

sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam

pembayaran retribusi usaha perikanan. Sedangkan solusi yang akan

dilakukan adanya penambahan petugas dalam menarik retribusi usaha

perikanan, adanya sanksi yang tegas bagi petugas yang malas dan didirikan

loket untuk menampung pembayaran jadi satu disatu daerah.

B. Saran

1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik

a.

Saran kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Gresik dalam upaya penarikan retribusi harusnya lebih bersungguh-
sungguh, terutama pengawasan yang dilakukan dimasyarakat pesisir.
Karena jika pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menarik
retribusi dapat merugikan negara serta target PAD tidak dapat terpenuhi
sehingga wilayah-wilayah pesisir tidak dapat berkembang dan
masayarakatnya pun tidak dapat hidup sejahtera.

Saran kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Gresik mengenai hambatan yang dialami dalam menarik retribusi harus
sangat diperhatikan, terutama hambatan dipihak pemerintah serta
dipihak masyarakatnya. Jika hambatan dari pemerintah harus lebih

diperbaiki dengan melihat peraturan yang sudah ada dan adanya sanksi



jika melanggar. Mengenai hambatan dari masyarakat pemerintah harus
lebih sering menjalin komunikasi yang baik, sehingga masyarakat
dengan pemerintah dapat berkerjasama dengan baik.

c. Saran kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten
dalam memberikan solusi yang seharusnya dilakukan baik kepada
pemerintahnya maupun masyarakatnya. Solusi yang diberikan
pemerintah kepada masyarakat harus bersifat jelas dan bisa dijalankan.
Karena jika pemertintah tidak berbuat tegas, maka masyarakat tidak
akan mentaati peraturan. Sedangkan solusi yang diberikan kepada
pemerintah harus lebih tegas dari masyarakat. Karena pemerintah
memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat.

Bagi Pelaku Usaha Perikanan

Pelaku usaha perikanan disarankan untuk selalu membayar retribusi usaha

perikanan dengan bertujuan ikut serta menjalankan peraturan yang dibuat

oleh pemerintah dan beranggapan bahwa uang yang dikeluarkan untuk
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam pengawasan terhadap pelaku

usaha perikanan yang tidak membayar retribusi usaha perikanan, karena jika

tidak membayar maka dampaknya pun sampai kemasyarakat luas.

Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dan jangan

mau menerima sogokan atau suap dalam bentuk apapun.
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